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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG
INVENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara, perlu mengatur
tata cara inventarisasi dan pelaporan barang milik Negara
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. bahwa agar pelaksanaan inventarisasi Barang Milik
Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tingkat Satuan Kerja atau Unit Pelaksana
Teknis, Unit Kerja Eselon 1, dan Pengguna Barang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan
secara optimal, efektif, dan akuntabel, diperlukan tata
cara pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang
milik Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;



2016, No. 95

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia tentang Inventarisasi dan Pelaporan Barang
Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
(5533);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
KementerianPendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);



Menetapkan :
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG INVENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.

Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN,
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian atau
unit organisasi yang melaksanakan kegiatan kementerian
dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya
disebutDIPA, adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yangdigunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk
menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

Pengguna Barang adalah Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai pejabat pemegang kewenangan
penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.

Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disebut DBP,
adalah daftar yang memuat data BMN yang disusun oleh
masing-masing Unit PenatausahaanPengguna Barang

pada Pengguna Barang.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disebut
DBKP, adalah daftar yang memuat data BMN yang
disusun oleh masing- masing UPKPB pada Kuasa
Pengguna Barang.

Daftar Barang Pengguna Wilayah, yang selanjutnya
disebut DBP-W, adalah daftar yang memuat data BMN
yang disusun oleh masing- masing UPPB-W pada tingkat
kantor wilayah Pengguna Barang.

Daftar Barang Pengguna Eselon I[,yang selanjutnya disebut
DBP-E1, adalah daftar yang memuat data BMN yang
disusun oleh masing- masing UPPB-E1 pada tingkat unit
eselon I Pengguna Barang.

Laporan Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya
disebut LBKP, adalah laporan yang disusun oleh Kuasa
Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal
dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan

serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.

.Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran, yang

selanjutnya disebut LBKPS, adalah hasil laporan semester
unit pembantu kuasa pengguna barang.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan, yang
selanjutnya disebut LBKPT, adalah hasil laporan tahunan
unit pembantu kuasa pengguna barang.

Laporan Barang Pengguna Wilayah, yang selanjutnya
disebut LBP-W, adalah laporan yang disusun oleh kantor
wilayah Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN
pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran
dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode
tersebut.

Laporan Barang Pengguna Wilayah Semesteran, yang
selanjutnya disebut LBPWS, adalah hasil laporan semester
unit pembantu pengguna barangwilayah.

Laporan Barang Pengguna Wilayah Tahunan, yang
selanjutnya disebut LBPWT, adalah hasil laporan tahunan
unit pembantu pengguna barangwilayah.

Laporan Barang Pengguna Eselon I, yang selanjutnya

disebut LBPE1, adalah laporan yang disusun oleh unit
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eselon I Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN
pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran
dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode
tersebut.

Laporan Barang Pengguna Eselon I Semesteran, yang
selanjutnya disebut LBPES, adalah hasil laporan semester
unit pembantu pengguna barang-Eselon I.

Laporan Barang Pengguna Eselon [ Tahunan, yang
selanjutnya disebut LBPET, adalah hasil laporan tahunan
unit pembantu pengguna barang-Eselon I.

Laporan Barang Pengguna, yang selanjutnya disebut LBP,
adalah laporan yang disusun oleh Pengguna Barang yang
menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode
tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi
yang terjadi selama periode tersebut.

Inventarisasi adalah  kegiatan untuk  melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
BMN.

Kodefikasi Barang adalah pemberian kode BMN sesuai
dengan penggolongan masing-masing BMN.

Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang, yang
selanjutnya disebut UPKPB, adalah unit yang melakukan
penatausahaan BMN pada tingkat Satuan Kerja/Kuasa
Pengguna Barang.

Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah,yang
selanjutnya disebut UPPB-W, adalah unit yang membantu
melakukan penatausahakan BMN pada tingkat wilayah
atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UPPB-W oleh
Pengguna Barang.

Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon I, yang
selanjutnya disebut UPPB-E1, adalah unit organisasi yang
membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat
Eselon I Pengguna Barang.

Unit Penatausahaan Pengguna Barang, yang selanjutnya
disebut  UPPB, adalah  unit yang  melakukan
penatausahaan BMN pada Pengguna Barang.



